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Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai ketentuan, proses, syarat, serta prinsip
dalam hal beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada
ahli warisnya atau disebut juga sebagal proses kewarisan. Dalam proses kewarisan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal suatu istilah penggantian (bijplaatsvervulling) terhadap
kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia mendahului pewaris. Pihak yang melakukan penggantian
terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia disebut sebagai ahli waris pengganti. Adapun
yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah dari pewaris serta keluarga
dengan hubungan terdekat dengan pewaris. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana ketentuan
pembagian hukum waris terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, bagaimana ketentuan
hukum tentang penggantian dalam perhitungan bagian kewarisan, dan apakah isi amar putusan yang telah
ditetapkan oleh hakim dalam putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN
Mks telah sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada
penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan
menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait proses kewarisan dan tindakan
penggantian dalam kewarisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam putusan No. 973/Pdt.G/2021/PN
Sby dan dalam putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mkstidak terjadi suatu peristiwa tindakan penggantian
terhadap ahli waris yang meninggal duniahal ini disebabkan tindakan penggantian tidak dapat terjadi
terhadap ahli waris yang masih hidup dan penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah
daripada pewaris, amar putusan hakim adalah tidak sesuai karenaistri bukanlah pihak yang dapat
melakukan tindakan penggantian

...... The process of transferring assets from a decedent's estate to their heirs, commonly referred to as the
inheritance process, is governed by inheritance law. The term for replacement (bijplaatsvervulling) in the
inheritance process, according to the Civil Code (KUH Perdata), is known for the position of the heir who
has passed away in the world where the heir islocated. The person who assumes the role of the deceased
heir is known as the substitute heir. The legal descendants of the heir and the family with the heir's closest
ties are eligible to become substitute heirs. What are the legal requirements for replacement in calculating
the inheritance portion, what are the legal provisions regarding replacement in determining the inheritance
portion, and what are the contents of the verdict that the judge has determined in decisions No.
973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks comply with the requirements stipulated in the


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920518794&lokasi=lokal

Civil Code are the topics that will be discussed. By reviewing the regulations outlined in the Civil Code
(KUH Perdata) addressing the process of inheritance and replacement of heritage, the author of this study
will address these issues using a juridical-normative approach applying data based on the findings of
literature studies. The analysis results indicate that there was no event of replacement action for heirs who
passed away in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Shy and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks because replacement
actions cannot take place for heirs who are still alive and replacement can only be carried out by legitimate
descendants rather than heirs. The judge's decision is also inappropriate because the wife is not a person that
can take replacement action



